
Negara [Lernbaran Negara Republik Indonesia Talrun 2003 

Nomor 4 7, Tarnbahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4286); 

ten tang 

Dal am 
2. Undang-Undang Namer 13 Tahun 1950 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten 
l.ingkurrgan Propinsi .J'1.W'1. Tengah; 

3. Undang-Undang Nornor l 7 Tahun 2003 tcotang Keuangan 

Mcnglngat 

a. bahwa ur.tuk mcningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam 
penyaluran Bantuan Kcuangan kepada Pernerintah Desa, 
mak:a Peraturan Bupati Grobogan Nornor 52 Tahun 2015 

tentang Tata Cara Pernberian clan Pertanggungjawaban 

Belanja Bagi Hasil dan Barrruan Keuarigan kepada 
Pcmcrintah Dcsa pcrlu d'scsuaikan kcmbali; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati ten tang 
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 
52 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pernberian clan 
Perranggungjawaban Relanja R;;gi Ha sil dan Banruan 

Keuangan kepada Perncrinrah Desa; 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

Menimbang 

BUPATI GROBOGAN, 

DEN GAN RAHMA'f TUHAN YANG MAHA ESA 

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI GROBOGAN 
NOMOR 52 TAHUN 2015 TENTA'.l!G TATA CARA PEMBERIAN 

DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA BAGI HASIL DAN BANTUAN KEUANGAN 
KEPADA PEMERINTAH DESA 

TENT ANG 

PERATURANBUPATI GROBOGAN 
NOMOR 35 TAHUN 2020 

BUPATJ GROBOGAN 
PROVINS! JAWA TEI\GAH 



4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik: 
Inrione sia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nornor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 6 'Tahun 2014 tcntang Desa 
(Leurbaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

' 
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5495); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5495] sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 

Nornor G T::i hun 201 S ten tang Perubahan Kedua Atas 
Undang-'..Jndang Nomor 23 Tah'un 2014 tenrang 
Pemerintahan Daerah (Lcmbaran Negara Republix 
Indonesia Tahun 2015 Nemer 58, Tambo.ho.n Lembnran 
Negara Repubfik Iudoneisa Nomor 5679); 

7. Peraruran Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Kcuangan Daerah (Lem baran Negara Rcpublix 

Indonesia Tahun 2019 Nomor L2, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 
Repvihlik Indonesia Nnmor 5539) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraruran 
f'cmcrintah Nomor ll Tahun 2019 tentnrig Perubaho.n 
Keilua Atas Per aturan Pemerintali Nornor 43 Tahun 2014 
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Uudang Noinor G I 
Tahun '.lU 14 ten tang Desa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nornor 41, Tarnbahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6321); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana 
Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 168. Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nornnr SSS8) sebagaimana telah 
di'ubch bcberapa kali terakhir de·ngan Peraturan 
Pcrncrintah. Ncrnor 8 Tahun 2016 :cntang Pcrubahan 



Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Grobogan Nomor '52 
Tahun 2015 ten tang Tata Cara Pemberia.n dan 
Pertanggungjawaban Bela.nja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangar; 
Kcpada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan 
Tab un 201 S Nomor :i2) sebagairnana telah dinbah : 

a. Pernrurun Bupo.ti Grobogan Nomor 87 To.hun 2016 tente.nfi 
teutaug Perubahau ALc1.:, Peraturau Bupati Grubugan Nurnul 

52 'I'ahun 20 l 5 ten tang Tata Cara Pemberian dan 

Pertanggungiawaban Belanja Bagi Hasil dan Bantuan 
Keuangan Kepada Pernerintaa Desa (Berita Daerah Kabupaten 
Grobogan Tahun 2016 Nomor 87); 

b. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 80 Tahun 2018 tentang 
P~n1hF1hF1r Kl'eci11F1 Ara s Peratn ran R11pF1ti C1mhog,:in Nnmnr :>? 

Tah'un 2015 tentong Tata Carn Pemberion dan 

Pertanggungjawaba.i Belanja Bagi Hasil dan Banruar 

Keuangan Kepada Pemerintaa Desa (Berita Daerah Kabupaten 
Grobogan Tahun 2018 Nomor 80) 

diubah sebagai berikut : 
1. Ketentuan ayat (2)' Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagal 

berikut: 

Pasal [ 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS 

PERATURAN BUPATI GROBOGAN NOMOR 52 TAHUN 2015 

TENT ANG TATA CARA PEMBERJAN DA.N 

PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA BAGI HASIL DAN 

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA. 

MEMUTUSKAN : 

Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 
tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran 
Pendapa.tan dan Belanja Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694); 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 
2016 tentang Keuangan can Aset Desa (Lernbaran n13ernh 
Ka.bupaten Grobogan Tahun '.2016 Nomor 8, Tambahan 
Lcmbe.ran Dacrah Kabupatcn Grobogan Nomor 8); 

Menetapkan 



fl) Penyaluran bantuan keuangan kepada Dcsa dil~ 
melalui Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening K1,i; 
Desa. 

f2) Penyaluran bantuan keuangan sebagaimana dimaks~d 
pada ayat fl) diatur sebagai berikut : I 
a. penyaluran ADD: 

penyaluran ADD dilaksam:tkan mendasarkan sumbe-r 
dana yang dipakai untuk alokaei anggarar., dengan 

pembagiar: : 
1. ADD yang bersumber dari alokasi 10% Dana Baifti 

Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak, disalurkap 
sesuai pagu Penetapan / Perubaban APHU, 

dengan pernbagian 4 (empat) tahap sesuai 
Triwulan, dengan besaran penyaluran Triwulan I 
sampai dengan Triwulan Il1 paling tinggi sebesar 
25°/,, dari pagu Penetapan APED yang ditetapkan 
dalam kode rekening Bann.an keuangan kepada 
Desa dan kekurangannya disalurkan pada 
Triwulan IV; 

2. ADD yo.ng bersumber dari alokasi 10% Dana 
Alokasi umwn diaalurkan setinp bulan derigan 

besar penyaluran untuk bulan Januari ~ampo.: 
dengan bulan Desernber, 1/12 (saru per dua 
belas) ctan pagu yang ditetapkan untuk desa; 

b. penyaluran Dana Desa dari Pernerrntah Pusat, diatur 
terscndiri sesuai dengan peraturan perundang 
undangan; 

c. penyaluran dana bantuan keuangan bersifat khus~s 
untuk percepatan pembangunan desa sebagaimaria 
dimaksud dalam Pasal 28 ava; (2) dicairkan paling 
serlikit?. {rlua) kali. 

d. penyaluran dana bantuan keuangan berstfar khu~1i1s 
guna pcmberdnynan pernbangurian lumbung des~, 
uutuk kegiatau fisik dicairkan paling scdikit 2 (du-P) 
kali, sedangkan untuk pengadaan bahan pangan dapat 
dicairkan 1 [satui kali; dan 

e. penyalurar, dana bantuan keuangan bersifat khusus 
untuk rintisan desa percontohan dilaksanakan l (satu) 
kali. 

Pasal 24 



s 

(1) Penyaluran ADD dilaksanakan secara bertahap oleh 
SKPKD berdasarkan rincian penyaluran ADD ya11g 
disampaikan oleh SKPD teknis. 

(?,) RKPD Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 
Dinas Pemberdayaan M"'syarakat dan Desa yang secara 
tcknis meriangani pengalokasia n ADD. 

(3) peuyaluran ADD sebagaimana Paaal 2-1 ayat (2) huruf a 
dilaksanakan sebagai berlkut, : 
a. ADU yang bersurnber dari alokasi 10% tlana bagi lrasil 

pajak/bagi hasil bukan pajak : 
1. setiap berakhirnya triwulan SKPD Teknis 

menyampaikan rincian penyaluran dana bagi,11 
dana bagi hasil pajak/ bagi hasil bukan pajak 
kepada Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan 
Keuangan dan Aset Daerah selak:u PPKD yaitu 
untuk Triwulan l pada akhir bulan Maret, Triwulan 
II pada akhir bulan , Juni, Triwulan Ill pada ~rtir 
bulan September serta Triwulan IV p;:,cl;:, :<'l'~I 

bulan December; 
2. i mcian penyaluran dana scbagaimana tereebut di 

atas, dilampiri ; 
- format pengajuan yang mernuat riama 

kecamatan, nama desa, nomcr rekening kls 
desa, besaran penyaluran tiap triwulan dr 
keterangan lain yang diperlukan; dan 

- salinan reken.ng kas Desa yang clilcgalisasi ::il~h 
pejabat yang berwenang. 

3 penyalura.n ADD yang bersumber dari alokasi l0% 
dana bagi hn sil ;,ajak/ hagi nasil bukan pajak dari 
Kas Umum Daerah ke Kas De sa dilaksanakan : 
- Triwulan T dilakaanalcan pada Bulo.n April ; 
- Triwulan II ditaksanakau pada Bulan Juli ; 
- Triwulan Ill dilaksanakan pada Bulan Oktober, 

dan ! 
- Triwulan N dilaksanakan pada Bulan Desernber. 

b. ADD yang beraurnber dari Dana Alokasi Umum, 

Pasal25 

2. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 25 diubah sehingga 

bercunyi sebagai berikut ; 
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(1) Desa pem~rima bantuan keuangan waiib menyampaixan 
laporan pelaksnnoo.n kegiatan yang dibiayai dari daria 

bantuan keuangan, sc:l.Ja~ai Lerikut : 

a. laporan berkala, yaitu: laporan mengenai pelaksanaan 
penggunaan realisasi keuangan dan fisik dibuat secara 

berkala; dan 
h. laporan akhir dari penggunaan dana mencakup 

perkembangan pelaksanaan dan penye~apan dana dR,n 

rnasalah yaHg dihadapi. 

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai 
dasar untuk penyaluran bantuan keuangan tahzp 
berikutnya, dikecualikan untuk penyaluran ADD dari DA J. 

(3) Mekanisme pelaporan bantuan keuangan kepada 
Pemerintah Desa sebagaimana dimaksuc pada ayat (1) 
secara teknis masing-rnasing diatur dalam Peraturan 
Bupati tersendiri 

Pasal 40 

l. setiap akhir bulan SKPD Teknis :nenyampaikan 

rincian penyaluran dana Alokasi Dana Desa dari 
Dana Alokasi Umum kepada Kepala Badan 
Pendapatan. Pengelolaan Keuangan dan Aset 
Daerah selaku PPKD; 

2. rincian penyaluran dana sebagaimana tersebu/ 

diatas, dilampiri : 
format pengajuan yang memuat nama kc:c:amatari, 
nama desa, nomor rekening kas desa, bcsaran 
penyaluran tiap triwulan dan keterangan lain yang 
diperlukan; dan 
salinan rekening kas Desa yang dilegalisasi cler 
pejabat yang berwenang. 

3. penyalurari ADD dari bagian Dana Alokasi Unum dari 
rekeriing Kas daerah ke Rekening Kas Desa dicairka~ 
paling larnbat setiap tanggal 6 parl;:i bu Ian berkenaan. 

4. Pcnyalumn dana sebagaimana dimaksud ayat (;.\J 
dilaksanakan dengan mckaniome langsung (LS) dah 

Rekening Kas Umum Daerah kepada Rckcning Kas Dcsa; 

3. Ketentuan Pasal 40 ayat (2) don cyat (3) diubah sehinj'a 

berbunyi sebagai berikut : 
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BERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2020 NOMOR 35 

Diundangkan di Purwodadi 

pada tanggal 16 J'uni 2020 

SE H 
· BU PATEN GROBO~ 

MOHAMAD SUMARSONO 

SRI SUMARN1 

U1 tetapkan di Purwodadi 

pada tanggal \6 Juni 2020 

BUPATl GROBOGAN 

Perat urari Bupali ini mulai berlaku pada ranggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahulnya, memerintahlG\n 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan. 

Pasal II 
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